' ..:.LATAR BELAKAMG DAN MGT%‘&!ASI ?ENE?APAN STATUS
' POHSQ SEEAGAHMANA TERCA%TUM DALAM UL~

/ Memet Tanum:djaja

' Ifbag;an pertama)

Penetapan Pemermtah i\éo H/SD tertanggaé T Jduli 18486

- '-'_-'.'rﬁamumskan Kepolisian Negara R.1. dikeluarkan dari Departamen._ } ¢

~  Dalam Megeri dan da;ad:kan Jawatan tersendsri dibawah kekuasaar
- Perdana Mamers Dengan demik:an maka penetapan itu merupa-

- kan. Ecedudukaﬂ (status} pertama vang dsberikan kepada Kepoizssan

5 .:'.;.i\iegara £ daﬁam afam Kemercﬁekaan dan oleh’ sehab ity ‘maka

R éuh d:tetapkan sebagaa Hari Lahirnya Kepohsaan f.0. yang setiap
tahun d:peﬂngatt sebagae Hari Bha yangkara,

S-E:atus Kepnhssan jt berkemoang, mengaiamt perobahan

dan penambahan dan kemud;an berwmud me—;;ada suatu status

©yang tercantum dafam U U. No. 13’ tahup 1961, Per;oangan men-
~capai status inilah yang akan oenu!is ungkapkan dalam tulisan ini.
Datam pada ity ungkapan perjoangan tersebut penulis manfaatkan
pula untuk menelusur periumbuhan pembangunan Kepolisian R.1.
selama ini. guna menemukan aspek—aspeknya vang berharga dan
segi-seginya vang negatip. Penulis menaruh harapan besar bahwa
i{epaiﬁssan R.L akan mempergunakan ungkapan ini untuk lebih
me'zyampumakan hal- hal vang berharga itu dan menyingkirkan
segi- segi yang negatip tadi,

Q’eh karena tulisan ini selain mengmgkagkan latar belakang
dan motivasi dari’ penetapan status Kepolisian R.I. juga meng.
kasahkan perjcangannya mencapai status itu maka dengan sandiri-
nya pemikiran dan gagasan mengenai status tersebut yang dipaju-

kan oleh anggota Polisi atau Persatuanﬁya vaitu Persatuan Pegawan
Pohsn B. E :kut mketengahkan

T MEMET TUNUMEDJAJA S.H. adalah Mayor Jead_eral Pqiisi Purnawirawan
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mengukur . peﬁgamh s dan’ untu%\ mengetahm sampat sedaiam

L oomena pengamh it m@robah semaﬁgat (ﬁwa pnndir;aﬂ dan sikap

anggota Kepohs:an ﬁ k. maka disajakan puia uraiaﬁ mengenaa ke-
“adaan’ ssemanga"é {;twa? pendman dan sukap ﬁa%«:ym indonesia men-
' ;e!ang sesaat dan ‘sesudah dace’tuskan kafamass i(emerdek&an i7
rAgw“{us ?945 ' ' : : -

_ ?&tmmm Qmamsasg Wewen&ng aéan 'i?“am ker_ga Kepahmaﬁ
DI zaman- Hmdmvﬁe amﬂ& dan Dswacw ?emﬂudukaﬂ 95&%‘5
L :ﬁ.?@ntara Jag;ang i ol .

1. .-'.".Zaman Hmea Beianda

'Stmktur argamsgm Kepeﬁssaan nadaumumrﬁya udaksemi’ahsﬁis
’éetapa iebnh bersafatdecenira! istis menurnit da@rah Keresmenan Yang
diatur central adalah. penye&enggaraan admmsstras: mengenai per-
SO%’]&?%&;, peﬁengkapan dan &ﬂuangaﬂ daﬂ satuan Polisi Umum,
'_yaﬂg d;!akukan olah Bagtan Polisi Umum di Departemen Rinnen-
fands’ Eestuur (dapat_dssamakan dengan Dep.. Da am Negen di
Negara kﬁa) %Y o ! ] 7

Dalam daerah Ka eszdenan terdapa“{ satuan Poiis; Umum i
kota-kota .dan anggots-anggota Polisi. Pamongpraja di luar Kota.
Yang memegang pimpinan atas Polisi- Umum adalah Hoofd v/h
PlaatselykBestuur/Resident berkebangsaan Belanda dan pim-
pinan atas Polisi Pamongpraja adalah Bupati/Kepala Daerah ber
kebangsaan pribumi. Yang memegang pimpinan Polisi preventip
dan represip untuk seluruh daerah Hindia-Beianda adaiah Pro-
cureur General {dapat disamakan dengan Jaksa-Agung di Negara
kita) di Kota Batavia (Jakarta sekarang) yang di Pusat dibantu cleh
suaty Dinas Reserse Umum. Instruksi-Instruksi mengenai Kepolisi-
an disampaikan langsung kepada Resident.

. .Sejak tahun 1941 satuan Marochause {satuan Tentara yang
melakukan tugas Polisi Umum) diganti oleh satuan Veldpelisi vang
dimasukkan dalam jefaran Polisi Umum. Wawenang, hak dan
tugas Polisi dicantumkan secara terpering! dalam H.LR. {MHukum
Acara Pidena zaman Hindia Belanda yang berlaku di Negara kita
sampal tahun 1882 vang baru lalu} vang diumumkan dalam
Staatsblad tahun 1947 No. {44,
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"'___-'nysmrmn s:iare ifezemwaﬂ daéam H.L E*? {&;imawa*ad 35;?&"@ é_é:}'.: é}%}.

"Jwyaﬁ yam mengada pﬁ%’%‘%sﬁ’% @aman -satuan ?ezﬁa ini. @ai@w pada
karena ?emermmh Penmdm%aﬂ mem—%:}uka Kesemp*amr* untuk
mamaé; ?a lisi maka banyaa{ gﬁ@*ﬂuﬁa Wmucﬁa militant masuk
?538?3(?.&&&. Polisi Umum dan Pasukan Polisi istimewa.
&dazzya tindakan-tindakan Pemerintah Pendudukan yvang ber
‘ﬁmtangan ‘dengan janjinye akan memerdekakan Indohasia ditam-
bah pula dengan sering terjadinva tindakan Tentara Jepang vang
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- BHAYANGKARA

memproklamirkan Daerahnya menjadi Daerah Republik Indonesia
dan kemudian menunjulk seorang Pemimpin.:men}adi Kepala Pe-
'meriﬂ_tah Daerah, Kemudian massa Rakyat secara beramai-ramai
"s'ﬂeﬂe:f_atarzgi rumah Syuchekan {Kepala Pemerintahan Pendudukan
'f}érk@baﬂgsa&n Qﬁepang} gtau Markas Tentara Jepang tntuk menun-
tut pemindahan Kekuzsaan dan penyerahan senjata dari pihak
'Jsgt;_ahg__kepada Femarintah B.é,_ Oleh kargna aksl Rakyar ini
hampir di méﬂémana'_barhasif_maka pemindzhan Kekuasaan dan

‘pembentukan Pemeriniah B di dasrah-dzerah  telsh dapat -

diselesaikan pada akhir bulan Agusius 1945 3

S Kekuatan alsi ARalyat tersebui diatas terletak pada adanya
backing senjata api. Satuan-saiuan Peta, vang lengkap persenjata-
annya menjelang Proklamasi Kemerdekaan telah dibubarkan dan
hanya Polisilah yang oleh Jepang masih diperbolehkan memagang
senjata api. Pada wakiu alsi Rakyat membutuhkan backing maka
satuan Polisi dengan tidak ragu-ragu memberikannya. Tindakan ini
i2inyata besar pengaruhnya pada wakiu akan membentulk Kepali-
sian Republik indonesia, Pada wakiu It tindakan pemberian bag-
king kepada aksi Rakyat dinilai senagai suatu bukti bahwa satuan
Polisi tersebut wataupun formil masih merupakan satuan Poligi
gari. Pemerintahan Pendudukan sudah menjadi pendukung dari-
pada Negara B.L. [tulah sebabnya mangapa pada waicty akan mem-
bentuk Kepolisian R.1. satuan Polisi tadi tidak dibubarkan tetani
malah  dikukuhkan menjadi - Kepolisian Republik  Indonesia.
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